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KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
N3, 0886/0/1986

t..tang
Pembukaan den Penegerian Sekolah
Menencah Unum Tingket Pertama

MENTVERT PCNDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

bahwa berdesar .on eputusan B2nicrl Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal ¢Z Desember 1978 No.3370/0/1978 telah ditetapkan Susunan
Organisasi den Tata Kerja Sekolah Menengan Umum Tingkat Pertama
(SMP) 3 '

bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Umum Ting-
kat Pertama Negeri sesuai dengan kebutuhan, dipandang periu mene-
tapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat
Pertama;

Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 40/M Tahun 1980;
c. Momar 45/M Tahun 1983,
d. Nomor i 15 Tahun 198%;
e. Ncrar 138/M Tahun 1985;

. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. tancgal 22 Cesember 1978 No. ©370/0/1978;

b, targgal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
c. tanggal 17 Septer™er 1980 No, 0222b/0/1980;
d. tanggel 14 Maret 1983 No.0172/0/1983 dan No.0173/0/1983;

: Persetujuan Mentnri iesara Pendayaguraan Aparatur Negara dalam surat-

nya Ncmor B-GS57/1/MENPAN/12/85 tanggal 4 Desember 1886;

MEHUTUSKAN

: a, Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;

b;%ﬂenegerikan SMP Swasta mehjadi SMP Negeri;

-df*ﬁéﬁé?apa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan

ini.
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: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata

kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur se-
suai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/C/1978.

: Bagan Organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama®

adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan infi.

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidik-

an dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melak-
sanakan ketentuan tersebut nada diktum "Pertama" bagi Seko -
lah yang berada di wilayahnya.

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-

masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pa-
da mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran
I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Depar -
temen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/1987 dan untuk
tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras de-
ngan itu.

Dengan berlakunya Keputusan inj jumlah SMP Negeri di Indone-
sia adalah 6675 (enam ribu enam ratus tujuh puluh 1ima) buan
yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) propinsi.

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur

lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

¢ Keputusan ini mulai berlaky pada tanggal ditetapkan dan ber-

Taku surut terhitung mulai tanggal 1 Julj 1986.

Oitetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
&b
Sekretaris Jenderal,
fotid :
Sy | SOETANTO WIRJOPRASONTO



SALINAN Kepu‘tusan ini diseapaikan kep.da:
1o Sekretariat Negara,

2- Sekre ariat Kabinet,

e ﬁmua Menteri ioordinator,

4. $ﬁl‘ma. Menturi Negera,

4'h ]

5. .,,amu.a Menteri,

l;,emua }t‘enterl Muda,
Te ';ekreta.r:l. 'fena,e al lepartemer Pendidikan dan Kebudayaan,
.;"::f Lh‘spektur Jende“al “epartemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7 Semu.p. I:.\,rek*m Jenderal dalam lin.kungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kapala. Badan Fenelitian dan Pengembangan Fendidikan dan Kebudayaan Departemen
Pamhrhkd.n dan Keoudayaan,

1‘:. SHIIUL Seiretaris Ttjen, Intjen,dan Badan Jenelitian dan Pengemlangan Pendidike=
_an dan Febudayasn dalan lin;kangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12;'uemu;.=. Direkiorct, Imspektir, Fro, Pusat dan PN dalam lingkungas Depurtemen

Per.dh ikan dan Ketudayzaan,

13. DltJE“ Euloyn dan Perundar —unangan Depurtemen Kehadiman,

14.‘o.enua ¥antor Wilayah Departemen Fendidikan dan Kebudayaan di Progpinsi,

15. Semue Nubernur Kepala Daerah Tingkat I,

146, Sermus Koordin tor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,

17« Semis Universitas/Institut/Gekolal: Tinggi/Akademi dalam lingkungan Lep:riemen
Fend:cdikan dar Kebudayaan,

18+ Iadan Pemerik.a Keuangan,

19 Ditjen aAnggarasn. '

8Qs, Ditjen Fajax,

24, Direktorat Perbendsharasn legera Ditje: Anggaran Departemen feuargan,

122 Semus Keator Ferbendaharaan Negara,

23, Badan Administrasi Keperasairan Negara,

24+ Lembaga Adninistrusi Negara,

25« Xetua DPFR-RI,

26, Xomisi IX DFR=RI, )

27+ Yarg bersanckutan untuk dipergunahar sererlunya.

C“a\JL:Lma.n sa:ua_ dengan aslinya

i{egé,\la Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
*Pezundc.ng-uh&.ng an_ “epn temen Pendmkan—m “Kébudayaan,
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